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LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Peneliti dengan Narasumber
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B. Dokumentasi Proses Mediasi Antara Pelaku dengan Korban

L\ |
\ \ |
Gambar 1. Pelaku dan korb:
Jaksa Penuntut Umu
| |

/ —
eruglili i gkzyﬂ permasalahannya, dan
ebagai fz silﬁator dan mediator

| [

Gambar 2. Korban memaafkan perbuatan pelaku
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C. Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan

Restoratif

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

Kantor eks PT. Indosat Mega Media (IM2) Jalan Kebagusan Raya No. 36 Pasar Minggu Jakarta
Selaten 12550 vowvw keinkenan-lksakaria keiaksann.go.id

“Demi Keadilan dan Kebenaran RJ-34
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Nomor @ R-63/M.1.4/Ech.2/01/2023 Jakarta, 12 Januari 2023
Sifat . Rahasia/Segera

Lampiran :

Hal . Perselujuan Penyelesaian Perkara

Berdasarkan Keadilan  Restoratif
dengan Atas Nama Tersangka
e — E—

Yth
Kepala Kejnksaan Negeri Jakarta Selatan
DI~

Jakarta

Sehubungan surat Saudera Nomor: R- 06/M.1.14/Eoh.1/ 01/2023 tanggal 06 Januarl 2023
hal sebagaimana pada pokok surat, maka setelah membaca, memperhatikan dan mempertimbangkan
penerapan kerangka keadilan restoratil dalam perkara tindak pldana dimaksud. penghentian

penuntutan dapat disetujul.
Berdasarkan hal dimaksind  perkara periu segera ditindaklanjull dengan penghentian

penuntutan
Demikian untuk dilaksanakan

An. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
Asisten Tindak Pidana Umum
-

Anang Supriatna, S.H., M.H.
Joksa Utama Pratama NIP. 197406031999031004

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggl DKI Jakarta;
2. Yth Wakil Kepala Tinggi DKI Jakarta,

(No 1 s/d 2 sebagai laporan)
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggl DKI Jakarta;

4. Arsip.




D. Surat Ketetapan

Restoratif
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Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan

gy’
)
"
by

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Menimbang

Mengingat

"Demi Keadilan dan Kebenaran RJ-35
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

SURAT KETETAPAN PENYELESAIAN PERKARA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 01 /M.1.14/Eoh.1/01/2023

a. Kasus posisi: Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar jam
04.00 Wib, terdakwa Aldo Pratama Alias Aldo yang melihat saksi korban
Jumadi Rahmat yang sedang memegang handphone bersama dengan saksi
Muhamad Fauji selaku driver online sedang tertidur pulas di depan Warung
Bubur Barito di Jalan Gandaria Tengah 1l Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran
Baru Jakarta Selatan menggunakan alas terpal dan karena situasi di jalan
tersebut masih sepi terdakwa yang sedang teérdesak kebutuhan hidup untuk
anaknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Poco M3 warna hitam
dengan simcard nomor 0821139747308 perikut 1 (satu) buah tas merk Eiger
yang berisi 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah
buku tabungan BCA dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI atas nama Jumadi
Rahmat tanpa seijin dan sepengetahun pemiliknya yaitu saksi Jumadi
Rahmat.

b. Alasan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

2. Tersangka belum pemah dihukum.

3. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh tersangka sebagaimana
Pasal 362 KUHPidana diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5
(lima) tahun.

4. Adanya proses perdamaian dan korban telah memaafkan perbuatan
tersangka tanpa syarat.

5. Telah dilakukan ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Umum dan Direktur Oharda pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023
Jam 09.00 Wib dan disetujui untuk dilakukan Penghentian Penuntutan
berdasarkan Restoratif Justice.

c. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hita dengan Imei 1
861460053524254, No Imei 2 : 8661460053524272.

2. 1 (satu) buah boks handphone Poco M3 warna kuning

d.~ Surat penunjukan penuntut umum untuk penyelesaian perkara tindak pidana
nomor-: Print — 04/M:1.14/Eoh. 1/01/2023 tanggal 05 Januari 2023.

€. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Perdamaian Berdasarkan Proses

Keadilan Restoratif Justice (RJ-1) Nomor : Print-102/M.1.14/Ech.1/01/2023

tanggal 03 Januari 2023.

Kesepakatan perdamaian tanggal 05 Januari 2023 tanpa disertai pemenuhan

kewajiban tertentu.

Laporan Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Berita Acara Kesepakatan perdamaian tanggal 05 Januari 2023.

Nota Pendapat Perdamaian tanggal 05 Januari 2023.

Surat Persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor : R-

63/M.14/Eoh.2/12/2023 Tanggal 12 Januari 2023.

-

— e

Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Polsek Kebayoran
Baru Nomor B/....../XI/2023/Sek Baru tanggal 05 Januari 2023 atas berkas
perkara hasil penyidikan nomor BP/30/XII/F/2022/Sek Baru tanggal 05
Desember 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian yang disangka
melanggar Pasal 362 KUHP dengan nama tersangka

Nama lengkap 4

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 31 Tahun/ 04 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan

Tempat tinggal : d el.

Agama : lIslam
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Dasar

Pekerjaan . Pengamen
Pendidikan : SMPKelas |

: a. Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

b. Pasal 8 Ayat (4) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif. dan

d. Pedoman Jaksa Agung Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum

MENETAPKAN
1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama A==

2. Benda sitaan/ barang bukti berupa :
1) 1 (satu) unit handphone Poco M3 warna hita dengan Imei 1 :
861460053524254, No Imei 2 : 8661460053524272.
2) 1 (satu) buah boks handphone Poco M3 wamna kuning.
Dikembalikan kepada saksi
Sesuai dengan register barang bukti Nomor RB-06/JKTSL/Eoh.2/01/2023
3. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila :
a. di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/ penuntut
umum,; atau
b.| ada putusan pra peradilan/ putusan pra peradilan yang telah mendapat
putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian
perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah.
4. Turunan dari surat ketetapan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga atau
Penasehat Hukum, Pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik Polsek
Setiabudi dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Jﬁ::]

Syarief Sulaeman Nahdi, SH, MH
Jaksa Utama Pratama Nip. 197401111998031001

Tembusan:

ONO O LN~

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;

. Yth. Asisten Tindak Pidana. Umum Kejati DKI Jakarta;

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

. Yth. Kepala Kepolisian Setiabudi;
. Yth. Kepala Rumah Tahanan Negara Cipinang;

Tersangka Aldo Pratama Alias Aldo;
Korban Jumadi Rahmat;
Arsip.




158

List pertanyaan wawancara

1. Syarat-syarat dan kententuan penghentian penuntutan memelalui RJ khususnya

tindak pidana pencurian

a. Dalam praktiknya untuk penghentian penuntutan melalui penyelesaian

restorative justice di kejari jaksel syarat apa saja yang harus di penuhi ?

b. Untuk penghentian penuntutan melalui RJ apa saja syarat yang diperlukan

khususnya untuk tindak pidana pencurian

2. Persepsi JPU (Jaksa Penuntut Umum) terhadap konsep implementasi
restorative justice dalam penyidikan tindak pidana pencurian?
a. Pengertian restorative justice menurut narasumber?

b. Pendapat narasumber terkait keadilan restorative?

3. Bagaimana implementasi restorative justice dalam proses

penghentian penunutan tindak pidana pencurian?
a. Tindakan JPU dalam menerapkan restorative justice?

b. JPU mengimplementasikan restorative justice dalam proses penghentian

penuntutan?
c. Urgensi diterapkan restorative justice?
d. Instrument hukumnya?
e. Prosedur/mekanisme/tata caranya?
f. JPU sebagai mediator?

g. Siapa saja yang terlibat dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan

peraturan jaksa tersebut?

h. Model RJ apa yang biasanya dipakai dalam penghentian penuntutan
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4. Apakah dengan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan restorative

justice memberikan implikasi?

a. Apakah hal tersebut juga memberikan kepuasan terhadap pihak-pihak yang

berkaitan?
b. Dalam penerapannya apakah 1j juga memberikan manfaat ?

5. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh JPU di Kejari Jakarta Selatan untuk
menerapkan restorative justice dalam proses penyidikan tindak pidana
pencurian?

a. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dan menjadi fokus kejaksaan
dalam melaksanakan penerapan peraturan jaksa tersebut?
b. Apa upaya yang dilakukan kejaksaan nantinya terhadap hambatan-

hambatan yang tercipta pada proses penerapan peraturan jaksa tersebut?
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IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES
PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

18: 18« T 154

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPg?S
R |

internet Source

eprints.iain-surakarta.ac.id 1

Internet Source %

Submitted to Universitas Diponegoro 1

Student Paper %

Submitted to Universitas Airlangga 1

Student Paper %
Exclude quotes Oon Exclude matches <1%

Exclude bibliography On




UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

Badan N N-PT|

JI. Sawo Mani

| Unggul 0.974
ila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
+ hitp:/fwww.unas.ac. Id, Emall : ac.ld

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga
Keempat

Kelima

Keenam

Tembusan:

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: &7 /DK-FH/IV/2023
Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

WN -

w

bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Nasional, maka masasiswa yang telah memenuhi persyaratan
kademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan

tugas akhir mahsiswa;

. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing

skripsi;

. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini

dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;

. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

. Statuta Universitas Nasional;
. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem

Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;

. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 237 Tahun 2019 Tentang

Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, MS sebagai Dekan
Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2019-2023.

Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 3 April 2023 dan
persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 11 April 2023.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Sdr, Sugiyono, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada
point kedua

Mahasiswa yang akan menyusun skripsi

Nama : Muhammad Abed Altidar

Nomor Pokok . :193300516198

Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM

PROSES PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN Pl WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN
NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan)

Keputusan ini-belaku untuk 12 bufan terhitung sejak ditetapkan

A

pabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan

skripsi- tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan
permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Disampaikan Kepada Yth;

1, Koordi

2. Pembimoing Skripsi,
3. Mahasiswa Bersangkutan

|,
D
ckso Wibowo, S.H.,MS. K

tor, PK Hukum Ridana;
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PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPS| PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
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ITA ACARA UJIAN SIDANG PREHENSIP/SKRIPS

Panitia Ujian Sidang Komprehensip/Skripsi Program Sarjana, Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Abeb Altidar

No. Pokok Mahasiswa : 193300516198

Program Studi : limu Hukum

Fakultas . Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RESTO RATIVE JUSTICE DALAM PROSES

PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI
‘WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Telah diadakan Ujian Sidang KompfehensiplSkripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari/ Tanggal ! Rabu, 16 Agustus 2023
Waktu / Ruangan : 10.00 - 11.00/Peradilan Semu
HasilUjan* : 2

Dengan Catatan

Batas Waktunya Apablla cata perbalkan hdak dilakukan perbankan sesuai

acara u;xan sidang. maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang KomprehggslplSluipsl Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
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